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ABSTRAK   : - Keputusan ini dibuat untuk  menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 
2026. 

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme ; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
Undang-Undang ;  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  Undang - 
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(PNS);  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil;  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang ;  
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional 
Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
108 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS); Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah; Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota;  sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020¬2024 ; sebagaimana telah 
di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024  ; Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi 



 

 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  Sebagaimana beberapah kali diubah 
terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 
Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Instansi Pemerintah;  sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 
2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. 

 - Keputusan ini dibuat dalam rangka mewujudkan tata Kelola dan birokrasi 
Kementerian Negara/ Lembaga/ Instansi Pemerintah, diperlukan pelaksanaan 
reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan 
berkelanjutan melalui Upaya Pembangunan dan penegakan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar 
Tahun 2026; 

CATATAN   : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2026 

 


